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ABSTRAK

Ulya Fitri, 04 193 034, Proses Politik Pemindahan Lokasi Thukota Rabupaten
FPadang Parfaman. Fakultas Ilmu Sosial dan Tlmu Folitik, Universitas Andalas,
Padang. Pembimbing by: ProfDR Damsar MA, dan Doni Hendrik S0P
M.Soc.Sc.

Kehijakan Pemerintah tentang pemberlakuan otonomi daerah sesuai den ran
Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, memlbuks
peluang kepada dacrah uniuk ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom i
juga yang terjadi pada Kotif Pariaman, dimana dacrall tersehut mencapai
peningkatan statusnya menjadi Kota Otonom, dengan terbentuknya Kota Paciaman
sesual dengan Undang-Undang MNo.12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota
Pariaman di wilayeh Provinsi Sumatra Barat. Terbentuknya Kota Otanom Parizman
mengakibatkan lerfadinya perhimpitan wilayah ibukota, dimana ibuketa Kabipaten
Padang Pariaman sebelumnya berada di wilavah Kota Pardaman saat ini, Sehingga
pemerintaban daersh Padang Pariaman mesti mempersiapkan  langkah-lanpkah
terkait pemindahan ibuketa ke wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Proses
pemindahan ibukots terscbut tidak bisa dipisahkan dari proses politik yang dilakukan
eleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, dimana akan terjadi  perjuangan
kepentingan yang diserlai oleh tindakan politik sebapai upaya untuk mencapai tjuan
masing-masing aktor vang memproses pemindaban  ibukots kabupaten Padang
Pariaman,

Dalam penclitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe
deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan dengan  wawancara  dan
dokumentasi. Sementara teknik keabsahan data peneliti lakukan dengan trangulas
sumber data, Pemifihan informan dilakukan dengan teknik purposive dan smowball
sampling,

Dari hasil penclitian dilemukan bahwa termyata aktor politik memiliki
kecendrungan untuk melakukan konflik dalam proses palitik pemindahan ibukota
kabupaten, dari pada melakukan kerjasama staupun bersikap netral untuk mescapa’
tujuannya. Hal tersebut terlihat dari banyaknya konflik yane tedadi dalam proses
pemindahan lokasi fhukota Kabupaten Padang Pariaman. Disamping ity ads
beberapa proses yang direkayasa atau dihilangkan dalam proses pemindahan thukota
kohupaten yanp dilakukan oleh aktor politik yakni Eksckutif dan Legistatil, ini
membuktikan bahwa ada kepentingan Eksekutif dan Legislatif’ selaku pihak yang
berwenang memproses pemindahan ibukota kabupaten di tingkat daerah vang
dipengaruhi oleh faktor ekonomi sehingga berbagai cara akan dilakukan agar
xepentingan mercka teccapal,
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Pasea  dikeluarkannya Undanp-Undang MNe32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah, memunculkan berbagai pengharapan baru seria penceraban
it kehidupan politik di Indonesia vang selama ini menganut sistem sentralisasi,
Masa-masa sebelumnya, pemerintah daerah diztur oleh kebijakan-kehijakan vang
notabene dirvmuskan oleh pemerintah pusat, 1anpa sadar apakah sus kehijakan
cocok  ataw tidsk  diterapkan di seluruh Indonesia dengan kemajemukan
I'I'II!E_‘:.-'.:[F.'EI\{IHI'I}'H.

Denpan demikian, pelaksanaan desentralisasi akan memboawa elektivitas
proses pemerintzhan sebab wilavah negara it pada unmnya 1erdied dari pelbagai
satuan “dacrah”™ yang masing-masing memiliki sifat-sifal Khosus ersendin vang
disehabkan oleh faklor-faktor geoprafis (keadaan tonal, iklim, Qora, Gwma, adat
istimtat, kehidupan ekonomi, dialek {bahasa), tingkat pendidikan/pengajaran, dan
schagainva) .

Ronsekuensi dari lahirnyva Undang-Undany Neo 22 Tahun 1999 fentang
Pemeriniahan Dacrah tersebut adalah tidak ada Iagd istilah Kela Administrac?
(Kotily schagaimana discbutkan dalam BADR 11 Pasal 2 avan (1) bahwa 8oy
Kot Repubfi& Indonesio dibagl dilam Daeralt Proping, Daseal) Kahipoien,

dar Daceah Kota vang bersifor otonom, Salah satu daersh vang mencrapkan

Yang dimeaksed dengan perkataan “dacrah™ dizin adalah begien dori wilsyah MNegara,
Josel Brwu Kabe, Prosped Otoesd Doerah dl Negara Bepabfit Sedoiesia, Baja Gralindn
Porsiche, Jiekarti, 2003, ke, T,



kebijakan it adalah ol Pariamun yvang ditingkatkan statusnva menjadi Kota
Pariaman dengan ditetapkannya Undang-Undang Mo, 12 Tabue 2002 Tentang
Pembentukan Eota Pariaman di Propinst Sumaters Barar,

Pada tahun [99% scbelum diberlakukannva otonomi dagrah. sebanvak
semmhilan kol ditingkatkon stetusnyvae menjadi kotamadvalsckarang  kota).
sementara iu ado sehanvak 24 konl lainnya masih tetap berstatus kotit. Dalam
Undang-Undang Moo 22 tahun 1999 tidak dikenal peristilzhan kot sehingea pude
tahun 2007-2002 sebanyak 16 Kol ditingkatkan statusnyva menjadi daerah kol
dan delapan kotil’ lainnva dihapos dan digabung dengan daerah induk melalui
Pernturan Pemerintah Noo 33 Tohun 2003, Dari 23 kot vang  statusnya
ditingkatken menjadi kot terdospat 12 kota vang berhimpit denpan ibukoa
kabupaten. Sampai sasl mioenam kabupaten 1elah memindzhkan ibukotanya,
sehingua tingoal enam kKabupaten lagi vang masih menunggu pemindahan ibukot,
salab satunyve yvaitu Kuabupaten Padang Pariaman’.

Sebelum terbentuknya Kota Pariaman, pusat pemerintahan Kabupaten
Padang Paraman sekaligos letak thukota kabupaten berada tepat i wilsyeh Kota
Pariaman saat ni. Hal int mengakibatkan terjadinya perhimpitan wilayah antara
tbukonay Kabupaten Padang Pariaman dengan Keta Pariaman, sehingga daerah
Rabupaten Padang Parisman mesti mencari lokasi baru sebagai lokasi ibukita
kabupaten.

Sehubungan dengan sdanys Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 42

Tahun 2000 Temang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang

* Aukeloh pade Lokskarve Pemindahan [hukeds Kab, Pading Padiaman, Peeon dan Kehiiaban
HPregar dafaed Pergenibangan Mhickore Kabepeten veng Sory, Tirckioral Jenderal Oioda Depdagri.
ZE Jubi 2006
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kebijakan Pemerintah  tlentang pemberlakuan otonomi dacrah  sesuai
dengan Undang-Undang Mo.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang
telah direvisi menjadi Undang-Undang WNo32 Tahun 2004, membuka peluang
kepada dacrah untuk ditingkatkan statusnya menjadi dacrah otonom, Ini fuga vimg
teriadi pada Kotif Pariaman. dimans daseah fersebul mencapai peningkatan
statusnya menjadi Kota (Honom, dengan teshenmbnyva Kota Pariaman sesusd
depaan Lindana-1mdane Mo, 12 Fahun 2002 Tentane Pembentukan Kota Pariaman
di wilavah Provinst Sumaera Barat

Terhentuknva  Keta  (tonom  Pariaman meneakibatkan  teriadinva
merhimpitan wilavah ihukota. dimana ibokots Kabupaten: Padanz  Pariaman
seheluiminyva berada di wilavalt Ko Parissem saal i, Sehinoea cemesiniahan
dagrah Padante Pariaman mestt . messnersiantan lanokabelanskah  terkain
oemipdnbion thukom fersebut.

Adonun svaral mutlak vane ks dinenoh nemerintahan deeral Padano
Parmaman antak mepomasvaken nemimdahen sersebns adalsh dibentuknva sebash
Perda Pemindabian  fhuknta oniek  melepokapt mersvarpian sdminisirmsings
Fermmieskan sebuanh Lebiakin robll vane dilaksanaban ofeh Flselkoil denean
kesenakstan persama odel Demelan? fidab bisg dinisabkan daf nroses palindd

varar apbe du gabgminvn, Beiiky proses palink diamikesn cebaoii proees reneniaan
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